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BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertan Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda “Strafbaar Feit”. Istilahl yang digunakanl dalam lperundang-undangan dari berbagail literatur terjemahan dari istilah Strafbaar Feit yaitu
 Tindak pidana, diartikan sebagai istilah dalam peraturan perundang-undangan pidana indanesia. Peraturan perundang-undangan hampir seluruhnya menggunakan istilah tindak pidana. 
 Menurut beberapa ahli memberikan pandangan terkait tindak pidana yaitu:


Menurut Vos, tindak pidana ialah perbuatan seseorang yang diancam oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Menurut Pompe mengartikan tindak pidana menurut teori adalah bentuk pelanggaran norma, dilakukan dengan kesalahan, dan diacam dengan pidana. Menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang dirumuskan dalam peraturanl perundang-undanganl sebagai perbuatanl yang dapatl dihukum.

Tindak pidana disebut sebagai ldelik, yang berasall dari bahasal latin ldelictum. Pengertian delik menurut Kamusl Besar Bahasal Indonesia adalahl perbuatan yangl dapat dikenakanl sanksi karena merupakanl pelanggaran terhadapl Undang-Undangl tindak lpidana.
 Perbuatanl yang dapatl dikenakan pidanal dibagi menjadil dua lyaitu :

a. Perbuatanl yang dilarangl oleh lundang-undang

b. Seseorang yangl melanggar laranganl itu

lBerikut unsur-unsur tindakl pidana yaitu :

a. Unsurl Objektif

Unsurl objektif merupakn unsur yang terdapatl diluar si lpelaku. unsur ini berhubungan dengan ltindakan-tindakan sil pelaku harusl dilakukan, terdiril dari:

1. Perbuatan bersifat melanggarl hukum

2. Kualitasl dari si pelakul
3. Kualitas yaitul hubungan antaral tindakan sebagail penyebab dari kenyataanl sebagai akibatl
b. Unsurl Subjektif

Unsurl subjektif merupakn unsur yang melekatl pada jiwa sil pelaku, ataul segala sesuatu yang terkandungl dalam lhatinya. yang lterdiri dari:

1. Kesengajaanl atau ketidak sengajaan (dolusl atau lculpa)

2. Maksudl pada suatul percobaan, sepertil pada pasal 53l ayat 1 KUHPl
3. lMacam-macam maksudl seperti yang ada pada lkejahatan, penipuan, lpemerasan, pencurian, dan sebagainyal
4. Merencanakanl seperti tercantuml dalam Pasall 340 KUHPl tentang pembunuhan yangl direncanakan terlebihl dahulu

5. Perasaan takutl seperti yang tercantum dalaml Pasal 308l KUHP.

Menurut Moeljanto, ljenis-jenis tindakl pidana dibedakanl atas ldasar-dasar ltertentu, yaitu :

a. Menurutl Kiab Undnag-Undang Hukuml Pidana (KUHPl) menjadi dua bagian. Kejahatan yangl termuat dalam Bukul II danl pelanggaran yangl termuat dalam Bukul III. Pembagianl tersebut tidak hanya merupakanl dasar bagil pembagian KUHPl kita menjadil Buku kel II danl Buku kel III melainkanl menjadi dasar bagil seluruh sisteml hukum pidanal di dalaml PerUndang-Undanganl secara lkeseluruhan.

b. Caral merumuskannya, dibagi menjadi dua yaitu tindakl pidana formill (foormeel lDelicten) dan tindakl pidana materill (Materiil lDelicten). Tindak pidanal formil adalahl bilamana tindak pidanal dirumuskan niat perbuatan, tanpa memasalahkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Tindak pidana materiil adalah perbuatan yang dilakuakan menimbulkan akibat, tanpa merumuskan maksud perbuatan yang terjadi.
c. Dilihat dari bentukl kesalahan, tindakl pidana dibedakanl menjadi tindakl pidana sengajal (dolus ldelicten) dan tindakl pidana tidakl sengaja (culpa ldelicten). Tindak pidanal sengaja (dolus delicten) adalah perbuatan seseorang yang menghendakil timbulnya akibatl dari perbuatanl itu. Tindakl pidana tidak sengaja (culpa delicten) adalah seseorang tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan, atau menduga-duga yang seharusnya diduga dapat terjadi secara hukum.
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindakl pidana dibedakanl menjadi dua yaitul tindak pidanal murni danl tindak pidana tidak lmurni. Tindak pidanal murni adalah tindakl pidana unsur perbuatannya pasif, sedangkan Tindak pidana tidak murni adalah tindakl pidana yangl mengandung unsurl terlarang tetapil dilakukan degan tidak lberbuat.

2. Pengertian Hukum Pidana dan Jenis-Jenis Hukum Pidana 

Pidanal berasal daril kata Strafl (Belanda) yangl berarti “Hukuman” atau diartilkan seagai penderitaan yang dijatuhkan negara kepada seseorang sebagai akibat hukum atas perbuatan yang sudah melanggar aturan hukum pidana.
 Pengertian hukum pidana menurut Muljanto yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara, yang memuat dasar-dasar hukum aturan untuk:

a. Menentukanl perbuatan yangl tidak bolehl dilakukan, ldilarang, dengan ancamanl pidana bagil yang melanggarnya.

b. Menentukanl kapan dan dalam hall apa keadaan seseorang yangl melanggar laranganl dapat dijatuhkan sanksi pidana.

c. Menetukan cara pengenaan pidana.

Menurut Apeldoom hukum pidana diartikan sebagai hukum pidana materiil dapat menentukan perbuatan yang dapatl dipidana, perbuatanl pidana dibagi menjadi dual bagian lyaitu:

a. Bagianl objektif, perbuatanl yang bertentanganl dengan hukuml yang berlaku, dan akibat perbuatan dapat menimbulkan tuntutan hukum.

b. Bagian subjektif, perbuatan kesalahan yang dilakukan pelaku dan harus dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan yang memuat larangan sebagai suatu keharusan dan dapat dijatuhkan sanksi maupun pidana apabila melanggarnya.

Jenis-jenis hukum dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Hukuml pidana umuml dan hukuml pidana khususl
a. Hukuml pidana umuml 

Hukuml pidana umum berlakul untuk semual orang, contoh hukum pidana umum yaitu KUHP . 

b. Hukuml pidana khusus l
Hukuml pidana khususl berarti suatu ketentuanl sanski pidana berbedal dalam undang-undang atau menyimpang pada KUHP. Contoh Hukum pidana khusus UU PTPK.

2. Berdasarkanl Tempat Berlakunyal
a. Hukuml Pidana Nasionall
Hukuml Pidana Nasionall diundangkan olehl pembentuk lUndang-Undang. yaitu DPRl bersama Presidenl dan ketentuan berlakul bagi seluruh Negaral Republik lIndonesia. Contoh : lKUHP, UU lPTPK, dan UUl PTPT

b. Hukuml Pidana Lokall
Hukum Pidana Lokal dibentukl oleh pembentukl perundang-undanganl Daerah, Pemerintahl Daerah tingkatl I (Provinsi) maupunl Pemerintah Darah tingkatl II (Pemerintahl Kota ataul Daerah Kabupatenl Kota).

3. Teori Pidana dan Pemidanan

Teori hukum pidana menurut Extrix Mangkepriyanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 2019, terdapat beberapa Teori pidana yaitu Teori Pemidanaan Aktif (Active Criminal Theory), dan Teori Pemidanaan Hitam (Black White Criminal Teory) dan Teori pembalasan. Teori tersebut diartikan:

1. Teori Pemidanaan Aktif (Active Criminal Theory) yaitu dimana setiap orang yang telah terikat dengan hukum, berhak dihukum atau di pidana. Seseorang dapat dihukum seseuai dengan peraturan perundang-undangan karena Karena keterikan hukum.

2. Teori Pemidanaan Hitam (Black White Criminal Teory) yaitu tidak seorangpun luput dari kesalahan. Setiap orang berhak atas kejahatan dan kebaikan. Ketika seseorang melakukan kejahatan maka akan dijatuhkan hukuman yang seseuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Teori Pembalasan menurut E.Utrecht yaitu teori ini dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat balasan seseorang yang melakukan kejahatan.

B. Tinjauan Umum Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri

Surat keputusan bersama adalah suatu bentuk peraturan yangl dibentuk olehl dua ataul lebih kementerianl untuk mengaturl hal yangl menjadi tugas dan wewenang suatu kementerian dalam menjalankan urusan pemerintahan. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2021 ditandatangani oleh : Johny G. Plate (Menteril Komunikasi danl Informatika Republikl Indonesia), Burhanudin (Jaksal Agung), Dystio Sigit Prabowo (Kepalal Kepolisian Negaral Republik lIndonesia). 

Keputusanl Bersama Menteril Komunikasi danl Informatika Republikl Indonesia, Jaksal Agung, danl Kepala Kepolisianl Negara Republikl Indonesia menetapkan pedomanl implementasi atasl Pasal 27 ayat (1), Pasall 27 ayatl (2), 27 ayatl (3), 27 ayat (4), Pasall 28 ayat (1), Pasall 28 ayatl (2), Pasal 29, dan Pasall 36 Undang-Undangl Nomor 11l Tahun 2008l tentang Informasil dan Transaksil Elektronik sebagaimanal telah diubahl dengan lUndang-Undang Nomorl 19 Tahunl 2016. Pedomanl implementasi dimaksud dijadikanl acuan bagi aparat penegakl hukum dilingkungan Kementerianl Komunikasi danl Informatika, Kejaksaan Republikl Indonesia, , dan Kepolisian Negara Republikl Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka menjaga ruang digital indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, berkeadilan dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pasal karet yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrmasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
1. Pengertian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektonik (ITE)

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diartikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan suatu nama seseorang dinas atau instansi yang membuat kerugian nama baik dan dapat menimbulkan kerugian materi.
 Penegertian Informasil dan Transaksil Elektronik menurut lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2008 pasal 1 danl pasal 2 yaitu : 

Pasal 1

Informasil Elektronik adalahl satu ataul sekumpulan datal elektronik, termasukl tetapi tidakl terbatas padal tulisan, lsuara, gambar, lpeta, rancangan, fotol elektronic, dan interchange (EDIl), surat elektronikl (electronic lmail), telegram, lteleks, telecopy ataul sejenisnya, lhuruf, tanda, langka, kode lakses, symbol, ataul perforasi yangl telah diolahl yang memilikil arti ataul dapat dipahamil oleh orangl yang mampul memahimanya.  

Pasal 2

Transaksil Elektronik adalahl perbuatan hukuml yang dilakukanl dengan menggunakanl computer, jarinan computer, dan ataul media elektronikl lainnya.

Berdasarkan pengertian Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dapat diketahui bahwa Transaksi elektronik merupakan proses suatu perdagangang atau sejenisnya dengan melakukan kesepakatan antara dua pihak atau lebih denganl menggunakan sarana lcomputer, jaringan lcomputer, dan medial elektronik llainnya.
 Transaksi elektronikl mencakup dokumen-dokumen yang memiliki implikasi hukum dalam hard disk atau floopy disk, kontrak digital, perintah transfer data elektroonik (seperti pada EFT/Elektronic Funds Transfer), Pesan-pesan (data messages), EDI/Elekronic Data Interchange, informasi pada website internet, electronic mail, dan termasuk juga transaksi e-commerce yang berkatan dengan perjanjian dalam bentuk elektronik.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Cyber Crime

Hukum Cyber Crime ialah istilahl hukum yangl terkait denganl kegunaan teknologi linformasi. Bentuk-bentuk kejahatan Cyber Crime terdiri dari :

1. Unauthorized Acces to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan cara menyusup atau memasuki suatu sistem jaringan komputer tanpa izin dari pemiliknya. Pelaku kejahatan (hacker) melancarkan kejahatan dengan maksud sabotase atau mencari informasi penting atau rahasia.

2. Illegal Contents

Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukan data ke internet tentang informasi yang tidak benar, tidak etis dan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Seperti memuat informasi hoax/berita bohong, propaganda melawan Pemerintah, dan lain sebagainya.

3. Data Forgery

Ialah kejahatan memalsukan data terkait pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Contoh kejahatan ditargetkan pada dokumen e-commerce.

4. Cyber Espionage

Kejahatan yang berkegiatan memata-matai terhadap pihak lain. Dengan menyusup jaringan komputer korban (computer network system).
5. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan merusak terhadap suatu data, program komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, yang bisa menimbulkan data pada program komputer tidak dapat dijalankan.

6. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan menyerang hak Kekayan Intelektual (HaKI) yang dimiliki pihak lain/korban di Internet. Contoh penyiaran informasi internet yang ternyata rahasia dagang orang lain.

7. Infringements Of Privacy

Kejahatan yang dilakukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi atau rahasia. Kejahatan ini biasa terjadi pada keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir.

3. Pembuktian Terhadap Perkara Cyber Crime

Pengertian pembuktian dalam peradilan pidana yaitu upaya untuk menemukan kebenaran materill tentang suatu tindak pidana dan jelas pelakunya yang telah terjadi. Dalam hal ini, aparatl penegak hukuml pada tingkatl penyidikan, lpenuntutan, maupun persidanganl berusaha untukl kembali merekontruksi rangkaianl kejadian danl menemukan pelakul berdasarkan faktal yang teringat dalaml ingatan lsaksi-saksi, yangl tertulis pada ldokumen, dan tersimpulkan berdasarkanl keterangan ahli, yangl diakui pelakul fakta-faktal hukum tersebutl dan dapat menjadil kesatuan sebagai barangl bukti.
 

Pembuktianl dalam Peradilanl Pidana lIndonesia, diatur dalaml Pasal 183l KUHAP, menganutl sistem pembuktianl menurut lUndang-Undang Negativ (Negatiefl Wettelijk lStelsel), ialah kesalahanl terdakwa harusl dibuktikan berdasarkanl Alat-alatl bukti seseuai dengan aturan yangl diatur dalaml Undang-lundang, dan keyakinanl hakim berdasarkanl pembuktian dan alat-alatl bukti ltersebut.
 Dalam penentuan hukum dikenal asas Cyberlaw yang biasa digunakan, yaitu:

1. Subjective territoriality, Pada perspektif ini hukum berlaku berdasarkanl tempat dilakukanl cybercrime dan penyelesaianl tindak pidanal dilakukan dil negara llain.
2. Objectivel territoriality, Pada perspektif ini hukuml berlaku dimanal akibat kejahatan itul terjadi danl dapat merugikan bagil negara yangl bersangkutan.
3. lNationality, Perspektif ini negara mempunyail juridiksi untuk menentukanl hukum berdasar pada kewerganegaraan lpelaku.
4. Passif lNationality, menekankan pada juridiksi berdasarkanl kewarganegaraan.
5. Protectivel Principle, Perspektif ini hukuml mengesampingkan kepentingan negara untukl melindungi kepentinganl negara daril kejahatan yangl dilakukan diluar lwilayahnya.
6. Universality, Pada awalnya asasl ini menentukanl setiap negaral berhak menangkapl dan menghukuml para pelakul kejahatan, asas inil diperluas mencakupl pula kejahatanl manusia (crimes againstl humanity), seperti pembajakan udara, penyiksaanl genosida, danl sebagainya.

4. Faktor Penyebab CyberCrime 

Rogers menjelaskan faktor penyebab munculnya kejahatan CyberCrime yaitu:

1. Social learning theory, yaitu dimana teroi ini menjelaskan bahwa seorang mula-mulanya belajar, sehingga dapat secara mandiri melakukan kejahatan. Biasanya dilakukan pada orang yang telah mahir bertukar informasi, dan merka bersaing untuk mendapatkan pengakuan yang disubut reinforcement.

2. Moral dis-engagement theory, Para pelaku CyberCrrime sulit terdeteksi. Sering menerima apresiasi dari keberhasilannya, kemudian pembebasan moral, tanpa menghiraukan rasa bersalah, contohnya pembobolan website. 

3. Anonynity, yaitu cenderung mengeluarkan kepribadian tidak baik pada diri sendiri ketika online, karena mereka mempercayai bahwa mereka anonymous dan dapat berpura-pura atau menyamar. Disebabkan oleh online merupakan refleksi diri yang sebenarnya tanpa Kontrol dan norma.

5. Tindak Pidana ITE Kasus Prita Mulya Sari (Putusan Nomor 255 PK/Pid.Sus/2011)

Tindak pidana Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) pada Putusan Nomor 255 PK/Pid.Sus/2011, dilakukan oleh terpidana Prita Mulyasari yang bekerja sebagai Karyawati. Kasus ini bermula padal tanggal 15l Agustus 2008l atau setidaknya padal waktu lainl dibulan Agustus 2008l bertempat dil Rumah Sakitl Tanggerang dengan sengajal dan tanpal hak mendistribusikanl dan/ataul mentransmisikan da/ataul mebuat dapat diaksesnyal informasi elektronikl yang bermuatan penghinaanl atau pencemaranl nama baikl yaitu dr. Hengkyl Gosal, Sp, PD. danl dr. Gracel H. Yarlenl Nela. Berawal padal tanggal 7 Agustusl 2008 sekitarl jam l20.30 lWib, terdakwa datangl ke lR.S. Omnil Internasional Tanggerangl dengan kondisil panas tinggil dan pusingl kepala.

ldr. Hengky memeriksal kondisi terdakwal yang disampaikanl mealui anamnesa yaitul lemas, demaml 3 lhari, sakit kepalal yang lhebat, nyeri seluruhl tubuh, lmual, muntah, sertal dari observasil febris (demaml) yaitu suspectl demam berdarahl dengan diagnose bandingl viral infiction (infeksil virus) danl infection lsecunder, sehingga terdakwa pada malaml itu diinfusl dan diberikanl suntikan. Selanjutnya tangna terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta dihentikan infusnya.

Menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa pembengkakan akhirnya terdakwa keluar dari R.S Omni Internasional Tanggerang. Dan sehubungan perawatan lR.S Omnil Internasional lTanggerang, terdakwa menyampaikanl komplain secaral tertulis kel Manajeman Omni yangl diterima olehl Ogi (Customerl Service Cordinator) dimanal yang menjadil obyek adalahl kondisi kesehatanl tubuh terdakwal pada saatl masuk lUGD,  hasil laboratoriuml pada saatl keluar lRS. Omni Internasionall Tanggerang mengalami keluhanl lain selainl itu Selamal perawatan terdakwal tidak mendapatkanl pelayanan danl informasi yangl baik danl jelas mengenail kondisi kesehatanl dari ldr. Hengky lGosal, Sp.PD. akanl tetapi tanggapanl dari dr. Gracel mengenai masalahl komplain terdakwal tidak professionall sehingga terdakwal pada waktul di rawat di RSIl Bintaro Tanggerang membuatl dan mengirimkanl e-mail atau suratl elektronik adalahl cara lpembuatan, pengiriman, lpenyimpanan, dan penerimaanl surat, denganl cara menyimpanl dan mengirimkanl data melaluil media lelektronik. Terdakwa mengirimkan e-maill tersebut melaluil alamat e-mail “Prita Mulyasari@yahoo.com” kesejumlah orangl yang berjudull “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tanggerang” yang berisi “Saya informasikan juga dari dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” danl tanggapan ldr. Grace yangl katanya penanggung jawab masalahl komplain sayal ini tidakl professional sama lsekali” dan tidakl ada sopanl santun danl etika mengenail pelayanan lcustomer.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dan Jaksa Penuntutl Umum memberi tuntutan terhadap Terdakwal Prita Mulyasaril bersalah melakukanl tindak pidanal “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diasesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagiamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prita Mulyasaril dengan pidanal penjara selamal 6 (enaml bulan) dikurangil selama terdakwal berada dalaml tahanan lsementara. 

6. Tindak Pidana ITE Kasus Jerinx (Putusan Nomor 828/Pid. Sus/2020)

Tindak pidana Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) pada Putusan Nomor 828/Pid. Sus/2020, dilakukan oleh terpidana I Gede Arisna resmi yang merupakan personel band Superman Is Dead (SID). Kasus ini bermula pada tanggal 13 Juni 2020 dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Inforamsi elektronik yang bermuatan penghinaan atau penccemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dimana beliau Bli Jerinx menyebut `IDI Kacung WHO` didalam unggahaan di Akun Instagram pribadinya. Berikut isi postingan tersebut Jerinxl mengunggah fotol yang berisil kalimat tuduhanl bahwa IDIl dan rumahl sakit menjadil 'kacung' WHOl lantaran kebijakanl rapid testl yang diberlakukanl untuk paral ibu lhamil. Berikut tulisanl unggahan Jerinxl di akunl Instagram pribadinyal @jrxsid. "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab?" 
 Ditambah didalam kolom keterangan postingan tersebut beliau juga meminta agar IDI dibubarkan.

Akibatl unggahan kontroversiall tersebut, padal 16 Junil 2020, IDIl Bali lantasl melaporkan Jerinxl ke Poldal Bali denganl tuduhan pencemaranl nama baikl lantaran Jerinxl menyebut IDIl sebagai 'kacung' lWHO. Selain litu, IDI Balil juga melaporkanl Jerinx atasl dugaan ujaranl  kebencian. Atasl laporan yangl diberikan olehl IDI lBali, Polda Balil kemudian melayangkanl surat panggilanl ke Jerinxl pada lSenin. Namun, menurutl Ditreskrimsus Poldal Bali, Kombesl Yuliar Kusl Nugroho, Jerinxl tidak memenuhil panggilan polisil lantaran lsibuk. Setelah sempatl mangkir daril panggilan lpolisi, Polda Balil melayangkan kembalil surat panggilanl kedua kepadal Jerinx yangl dijadwalkan padal Kamis. Padal Rabu (5l/8) Jerinxl datang kel Polda Balil untuk memenuhil panggilan polisil dan menjalanil pemeriksaan terkaitl kasus ltersebut. Terkait permasalahanl ini, Kasubagl Humas Poldal Bali, Kombesl Syamsi menyebutl pihaknya sudahl memeriksa sejumlahl saksi termasukl para saksil ahli. Dalaml pertemuannyal itu, Jerinx terlihatl memakai kaosl bertuliskan 'Tolakl Rapid lTest' tanpa menggunakanl masker.

Jerinx ditahan oleh Polda Bali pada tanggal 12 Agustus 2020  dan kini resmi berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali. Setelah kebar Jerinx ditahan, publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan Jerinx menggunakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol di dalam tahanan viral di media sosial.

Majelisl Hakim menyatakanl Jerinx bersalahl berdasarkan Pasall 28l ayatll (2) UUl ITE tentangl menyebarkan informasil yang ditujukanl untuk menimbulkanl rasa kebencianl atau permusuhanl individu ldan/atau kelompokl masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan itu, maka Majelis Hakim menyepakati bahwa Jerinx tidak bersalah sesuai dakwaan pertama yaitu Pasal 27 ayat (3) atas perbuatan menghina IDI. Namun, Majelis Hakim justru memutus Jerinx bersalah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap golongan dokter. Hal ini jelas merupakan kontradiksi, di satu sisi Majelis Hakim menyatakan tidak ada penghinaan terhadap IDI sebagai organisasi, namun Majelis Hakim sepakat adanya penyebaran kebencian antar golongan termasuk profesi dokter yang diwakili oleh IDI. Perlu diingatkan kembali bahwa pernyataan Jerinx ditujukan kepada IDI sebagai organisasi, yang memiliki dimensi kepentingan publik, jelas harus dipisahkan dengan perasaan personal dokter.

Terlalul Jauh untukl Menyatakan Organisasi Profesi sebagai “antargolongan” yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Menyamakan profesi dengan suku, agama dan Ras jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Terlebih lagi, yang dikritik oleh terdakwa adalah IDI sebuah lembaga berbadan hukum yang tidak secara serta merta sama dengan golongan dokter pada umumnya. Putusan Hakim ini jelas berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia. Dengan kondisi ini, maka setiap lembaga profesi bisa melaporkan adanya penyebaran kebencian untuk mewakili profesi tertentu, lebih berbahaya, Hakim dalam kasus ini menyamakan profesi dengan suku, agama dan ras.
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